BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggarar
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumaterz Selatan
(Lembaran Negara rRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah ciubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

. -



. Undang-undang  Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoresia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 17 Tahui 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republi< Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-undang  Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan  Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Unoang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Irndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambatian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);



10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara RI Tahun 2015 Nomor 58);

11.Peraturan  Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kal' terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi  Keuanjan Daerah (Lemtaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentany Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar, Pelayanan Minimal
(Lembéran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);



22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2016;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcr 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Pecraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Permendagri Nomor 13 Tanun 2006 tentang Pedoman

Penqelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noraor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial -yang
bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012,

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;

26.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebayaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2012 Nomor 10);

27.Peraturan Daerah Kabupaten _ahat Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2011 Nomor 03);

28. Peraturan Daerah. Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2011 Nomor 04);



29. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lahat Tahun Anggaran 2016;

30.Peraturan Bupati Lahat Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran
Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Bupati Lahat
Nomor 13 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah
Rp 1.983.841.570.835,00 bertambah sejumiah Rp 39.771.513.001,00 sehingga menjadi
Rp 2.023.613.083.336,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula . Rp 1.823.164.800.719,00

b. Bertambah /(berkurang) . Rp  45.372.380.018,39
Jumlah Pendapatan setelah Rp 1.868.537.180.737,39
perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula . Rp 1.978.841.570.835,00

b. Bertambah /(berkurang) . Rp 34.137.724.001,00
Jumlah  Belanja  setelah Rp 2.012.979.294.836,00
perubahan

Surplus.....



Surplus/(Defisit)  setelah Rp

perubahan

3. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan Pembiayaan

(144.442.114.098,61)

1. Semula . Rp  160.676.770.116,00
2. Bertambah/(berkurang) . Rp (5.600.867.017,39)
Jumiah Penerimaan Rp ‘ 155.07£.903.098,61
Pembiayaan setelah
perubahan
b) Pengeluaran Pembiayaan
1. Semula © Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) . Rp 5.633.789.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp 10.633.7879.000,00

setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto Rp
setelah perubahan
Sisa lebih  pembiayaan Rp
anggaran setelah

perubahan

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

|.ampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari peraturan ini.

144.442.114.098,61

0,00



Pasal 4

Peraturan ini rmulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintzhkan pengundangan Peraturan Bupati ini

uengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lahat
Pada Tanggal 25 Oktober 2016

BUPATI i,

H.SAIFUDIN ASWARI RIVA'l

/

Diundang di Lahat

Pada Tanggal 2% Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

-~

H, XA ASWARI

BEERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016 NOMOR... 23 ... .. ...



